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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan mengenai jaminan pemenuhan pemeliharaan 
kesehatan bagi pekerja outsourcing Koperasi Caritas, maka dapat ditarik 
suatu kesimpulan: 
Pekerja yang ditempatkan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
merupakan pekerja kontrak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan 
perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para pihak. Namun dalam 
pemenuhan jaminan sosial, pekerja outsourcing Koperasi Caritas hanya 
memperoleh jaminan kecelakaan kerja. Dalam pemenuhan jaminan 
pemeliharaan kesehatan, Koperasi Caritas belum sepenuhnya memenuhi 
ketentuan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini tidak sesuai 
dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja, yang mengatur bahwa setiap tenaga kerja berhak atas 
jaminan sosial tenaga kerja. Pada Pasal 4 Undang-Undang No.3 tahun 1992 
tentang Jaminan sosial tenaga kerja juga diatur bahwa setiap perusahaan 
wajib memberikan jaminan sosial tenaga kerja bagi setiap pekerjanya dalam 
hubungan kerja. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia 
Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja 
Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu juga mengatur tentang 
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ketentuan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja outsourcing. Selama 
ini yang sudah dilakukan oleh pihak Koperasi Caritas untuk memenuhi 
bantuan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja outsourcing, hanya dilakukan 
dengan memberikan bantuan sosial berupa uang yang besarnya tidak sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan sosial 
Tenaga Kerja. 
 
B. SARAN 
Dengan tidak diikutsertakannya pekerja outsourcing dalam Jamsostek, 
khususnya program jaminan pemeliharaan kesehatan, maka saran-saran 
sebagai program kerja yang seharusnya dilakukan oleh pihak Koperasi Caritas 
guna memenuhi pemenuhan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja outsourcing 
yaitu: 
1. Pihak Universitas Atma Jaya Yogyakarta mempertimbangkan aspek 
kesejahteraan pekerja outsourcing yang diatur dalam perjanjian 
pemborongan pekerjaan. 
2. Mempertimbangkan besarnya bantuan sosial guna memenuhi 
pemeliharaan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
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